
DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

 

Apeldoorn., L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1996.) 

 

Asshiddiqie, Jimly,  Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta, 

Konstitusi Press, 2006,) 

 

Apeldoorn., L.J. van. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Harapan, 1983) 

 

Bakri, Muhammad. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru 

Untuk Reforma Agraria). (Malang: Universitas Brawijaya Press, Edisi 

Revisi, 2011.) 

 

Effendi, Bachtiar. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan 

Pelaksananya. (Bandung: Alumni, 1993.) 

 

Hajati, Sri dkk. Buku,Ajar,Politik_Hukum.Pertanahan. Cetakan Pertama. 

(Surabaya: Airlangga University.Press, 2017.)  

 

Hutagalung, Arie Sukanti dkk. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia. 

(Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.) 

 

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). (Jakarta: Rajawali 

Press, 2014.) 

 

_________. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, 

(Yogyakarta: FH UII Press.) 

 

Hajati, Sri. dkk, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Cetakan Pertama. 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2018,) 

 

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. edisi revisi. (Jakarta: 

Djambatan, 2005.) 

 

Hayek, F.A. Tanggungjawab Individu. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.) 

 

Hutagalung, Ari Sukanti. Program Redistribusi Tanah di Indonesia. Cetakan 

1. (Jakarta. CV. Rajawali, 1985.) 

 



 
 

Jasin, Johan. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi 

Daerah. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2019.) 

 

Kalsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: PT. Raja 

Grafindo Persada 2006.) 

 

Keumala, Dinda dan Setiyono. Tip Hukum Praktis: Tanah dan Bangunan. 

(Jakarta: Redaksi RAS, 2009.) 

 

Marzuki, Peter Mahmud .Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Kencana Pranenda 

Media Group.) 

 

Meuwissen. Pengembangan Hukum. Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII 

Nomor 1 Januari. Bandung: FH Unpar, 1994. 

 
Mertokusumo, Sudikno dan A. Plito. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.) 

 
Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. 

Cetakan Kedua. Bandung: Alumni, 2006.) 

 

Notonagoro. Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia. (Jakarta: 

Bina Aksara, 1984.) 

 

Sangsun, Florianus SP. Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah. (Jakarta: 

Visimedia, 2007.) 

 

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. 

 

Parlindungan, A.P.  Konversi Hak-hak atas Tanah. (Bandung: Mandar Maju,  

1990.) 
 

Perangin, Effendi. Praktek Pengurus Sertipikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 1996.) 

 
Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 

2010.)  

 
_________. Perolehan Hak Atas Tanah, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 

2015.)  

 

_________. Perolehan Hak Atas Tanah. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 

2015.) 

 



 
 

_________. Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2017.). 

 

_________. Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, 

Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana, 2019), hal.290. 

 

Urip Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan 

Keenam, (Jakarta: Kencana, 2019), hal.86. 

 

Suseno, Franz Magnis. Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar. 

Kenegaraan Modern. (Jakarta: PT. Gramedia,1991). 

 

Saleh, K. Wantjik. Hak Anda Atas Tanah. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.) 

 

Sangsung, Florianus SP. Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah. (Jakarta: 

Visimedia, 2007.) 

 

Sembiring, Jimmy Joses. Panduan Mengurus Sertipikat Tanah, Cetakan 

Pertama. (Jakarta: Visimedia, 2010.)  

 

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009.) 

 

Susyanti, Sri. Bank Tanah: Alternafif Penyelesaian Masalah Penyediaan 

Tanah Untuk Pembangunan Tanah Kota Berkelanjutan. (Makassar: As 

Publishing, 2010.) 

 

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Grasindo, 2000.) 

 

Sidharta, Bernard Arief. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. (Bandung: 

Mandar Maju, 2000.) 

 

Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya 

Bakti,2008.) 

 

Syarief, Elza. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus 

Pertanahan. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.) 
 

Tahupeiory, Aartje. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. Cetakan 

pertama.(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.) 

 

Abdurrahman,  Beberapa Aspekta  Tentang Hukum Agraria  Seri  Hukum 

Agraria V,   cet.  2,  (Bandung:  Alumni,   1983,) 

 



 
 

Watoly, Aholiab. Tanggung Jawab Pengetahuan: Mempertimbangkan 

Epistemologi Secara Kultural. Cetakan Kelima. (Yogyakarta: 

Kanisius, 2005.) 

 

 

B. Peraturan.Perundang-Undang  

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

________. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

 

________. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok 

Agraria. 

 

________. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah.  

 

________. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 

________. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional. 

 

Salinan Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN-SRG. 

 

C. Jurnal 

Sidharta. Bernard Arief. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”. 

Jakarta: Jantera Jurnal Hukum, “Rule of Law” Pusat Studi Hukum dan 

Kebijakan Edisi 3,  2004. 

 

Urip Santoso, “Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari 

Tanah Hak Milik”, Jurnal Perspektif, Volume XX No. 1 Tahun 2015 

Edisi Januari. 

 

D. Internet/Makalah/Skripsi 

Setiawan, Ocin. "Hak-Hak Perorangan Atas Tanah Dan Kepastian Hukumnya 

(Suatu Tinjauan terhadap Pendaftaran Tanah di Bekasi)," (Skripsi 

sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.) 

 

Toha, Kurnia. “Ini Kata BPN Soal Sertipikat Ganda Yang Kadang Ada”,  

Error! Hyperlink reference not valid., diakses 18 Januari 2020. 



 
 

E. Kamus 

Garner, Bryan A.  Black’s Law Dictonary Seventh Edition. (Minn: West 

Group St. Paul, 1990.) 


